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Abstract

Badan Usaha Milik Desa thereafter called BUMDesa is a social business
institution that provides the needs of the village communities. The Badung
Regency Government always tries to encourage the villages in Badung
Regency to form a BUMDesa by issuing the le gal product of the Badung
Regency Regional Regulation Number 1 on 2015 concerning the
Establishment and Management of Village -Owned Enterprises. The research
method in this study used a qualitative research with a descriptive approach,
with a research focu s are (1) the importance of the establishment of a
BUMDesa in Badung Regency, (2) business opportunities that can be worked
on by BUMDesa in Badung Regency and (3 ) the principle of financial
management of BUMDesa in accordance with the values of Balines e local
genius based on Hinduism.

The result of this study is that the existence of a BUMDesa must be in
accordance with the laws and regulations and the Badung Regency Regional
Regulation which is then regulated by the Village Regulation. Business
develo pment carried must be adopt the village's potential and the design of
the Badung Regency Spatial Plan. For existence and sustainability, BUMDesa
must be implemented Balinese local genius based on Hinduism such
Slokantara, Catur Purusha Artha, and Tri Hita Karana.
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A. PENDAHULUAN Perubahan Atas Peraturan
Semenjak diterbitkannya Pemerintah Nomor 43 Tahun
Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan
2014 tentang Desa, terdapat Pelaksanaan Undang -Undang
kewenangan yang lebih besar Nomor 6 Tahun 2014 tentang
bagi Desa dalam hal menyangga Desa, dinyatakan mengenai
sendi kehidupan masyarakat. penjelasan yang lebih  rinci
Desa diharapkan menjadi tentang pengelolaan kekayaan
mandiri secara sosial, budaya, milik Desa yang bertujuan untuk
ekonomi, dan politik. Undang - meningkatkan kesejahteraan
Undan g tersebut juga mengatur masyarakat Desa dan
kedudukan Desa dalam hal lebih meningkatkan pendapatan Desa.
mema jukan perekonomian Pendapatan Desa ter diri
masyarakat Desa, mengatasi dari: 1)p endapatan asli desa
kesenjangan pembangunan yang bersumber atas hasil
nasional dan memperkuat usaha, hasil aset, swadaya dan
kedudukan masyarakat partisipasi, gotong royong, dan
pedesaan sebagai subjek lain -lain pendapatan asli desa;
pembangunan. Pada Peraturan 2)alokasi Anggaran Pendapatan
Pemerintah Republik Indonesia dan Belanja Negara; 3)bagian
Nomor 47 Tahun 2015 tentang dari hasil pajak daerah dan
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retribusi daerah
Kabupaten/Kota; 4)alokasi dana
Desa yang merupakan bagian
dari dana perimbangan yang

diterima Kabupaten/Kota;
5)bantuan keuangan dari
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah  Provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6)hibah dan sumbangan yang
tidak mengik at dari pihak ketiga;
dan 7)lain -lain pendapatan Desa
yang sah. Peningkatan
pendapatan Desa sesungguhnya
diperlukan  untuk menopang
kegiatan pembangunan Desa.
Dalam U ndang Undang Desa
dinyatakan bahwa
pembangunan Desa ditujukan
untuk meningkatkan kualitas
hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan
melalui penyediaan pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan
sarana dan prasarana,
pengembangan potensi ekonomi
lokal, serta pemanfaatan sumber

daya alam dan | ingkungan
secara berkelanjutan dengan
mengedepankan keb ersamaan,
kekeluargaan, dan
kegotongroyongan guna

mewujudkan keadilan sosial.

Dalam hal peningkatan
pembangunan Desa  seperti
dijelaskan diatas, serta dalam
hal peningkatan pemberdayaan
masyarakat Desa, maka Undang -
Undang Desa juga memberikan
kesempatan bag i Desa untuk
membuat sebuah Badan Usaha
Milik Desa .Badan Usaha Mil ik
Desa selanjutnya disebut
BUM Desa adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang di pisahkan
guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya

untuk sebesar -besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.
Pendirian BUM Desa bertujuan
untuk: 1)meningkatkan
perekonomian Desa;
2)mengoptimalkan aset Desa
agar bermanfaat untuk
kesejahteraan Desa;
3)meningkatkan usaha
masyarakat dalam pengelolaan
potensi ekonomi Desa;
4)mengembangkan rencana kerja
sama usaha antar desa
dan/atau dengan pihak ketiga;
5)menciptakan  peluang dan
jaringan pasar yang mendukung

kebutuhan layanan umum
warga; 6)membuka lapan gan
kerja; 7)meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
melalui perbaikan pelayanan
umum, pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi Desa; dan
8)meningkatkan pendapatan
masyarakat Desa dan
Pendapatan Asli Desa.

Kabupaten Badung sebagai
Kabupaten yang memilki PAD
tertin ggi di Provinsi Bali telah
menerbitkan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pendirian dan Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa
Pemerintah Daerah Kabupaten
Badung berupaya sejalan dengan

Kebijakan = Pemerintah  Pusat
dalam hal membangun Daerah
melalui pe nguatan

pembangunan di Desa. Sesuai
data Badung Dalam Angka
Tahun 2017, jumlah Desa dan
Kelurahan di Kabupaten Badung
berjumlah 62 Desa/Kelurahan
yang terdiri dari 16 Kelurahan
dan 46 Desa. Data dari Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Badung, dar i 46 Desa
terdapat 4 desa yang belum
memiliki BUMDesa
yaitu: Kecamatan Mengwi
sebanyak 2 Desa (Desa Munggu
dan Desa Sembung) , Kecamatan
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Abiansemal sebanyak 2 Desa
(Desa Abiansemal Dauh Yeh
Cani dan Desa Mekar Bhuana)
Sebagai sebuah Kabupaten
tujuan wisata dunia, pendirian
BUM Desa tentu menjadi se buah
kesempatan yang baik bagi desa -

desa di Kabuapten Badung
untuk meningkatkan
perekonomian desa dan

mengoptimalkan aset desa agar
bermanfaat untuk kesejahteraan

masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas,
penulis beru saha akan

mengupas pe ntingnya pendirian
BUM Desa di Kabupaten Badung,
peluang us aha yang dapat
digarap oleh BUM Desa di
Kabupaten Badung serta prinsip
pengelolaan keuangan BUMDesa

sesuai dengan Nilai -Nilai
Kearifan Lokal Bali berbasis
Agama Hindu .

B. KAJIAN PUSTAKA

Teori Kelembagaan
Kelembagaan diberi predikat
sebagai kerangka hukum atau
hak -hak alamiah (natural rights)
yang mengatur tindakan
individu (Erani, 2008 : 33).
Kelembagaan juga dipahami
sebagai apapun yang memiliki
nilai  tambah  atau kritik

terhnadap ilmu ekonomi klasik

atau hedonik ( hedonic
economics). Bahkan,
kelembagaan juga dimaknai
sebagai apapun yang
berhubungan dengan

e k o0 n o meconomi¢ behavior ).
Rutherford 1994 dalam Erani
(2008:33) mendefinisikan
kelembagaan sebagai regulasi
perilaku yang secara umum
diterima oleh anggota -anggota
kelompok sosial, untuk perilaku
spesifik dalam situasi yang
khusus, baik yang bisa diawasi
sendiri maupun dimonitor oleh

otoritas luar ( external authority ).
Kelembagaan desa merupakan
lembaga, pihak, atau institusi
yang berada di desa yang
berasal dari unsur eksekutif,
legislatif, dan masyarakat yang
terlibat dalam  penyusunan,
pelaksanaan, dan pengawasan
anggaran penda patan dan
belanja desa (APBDes).

Teori Partisipasi
Partisipasi
bahasa
yang berarti
bagian/keikutsertaan.
kamus lengkap Bahasa
Indonesia dijelaskan
opartisipasiéd be
berperan serta dalam s uatu
kegiatan, keikutsertaan, peran
serta. Secara umum definisi
partisipasi masyarakat dalam
pembangunan adalah
keikutsertaan semua anggota
atau wakil -wakil masyarakat
untuk ikut membuat keputusan
dalam proses perencanaan dan
pengelolaan pembangunan
termas uk di dalamnya
memutuskan tentang rencana -
rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan, manfaat yang
akan diperoleh, serta bagaimana
melaksanakan dan
mengevaluasi hasil
pelaksanaannya. Mubyarto
(1984:35) berpendapat bahwa:
opartisipasi
untuk m embantu keberhasilan
setiap program sesuai dengan

berasal dari
inggris
mengambil

Dalam

0 kesmamplaa lsatiap orang tanpa

berarti mengorbankan
kepentingan diri
definisi diatas maka secara jelas
didalam melaksanakan suatu
kelembagaan haruslah
didukung dengan keikutsertaan

masyarakat dalam
mensukseskan program -
program yang telah

sebagai

oOpartici

rarti

k e

sendiri
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direncanakan oleh BUMDesa di

Kabupaten Badung

Potensi Kabupaten Badung
Peraturan Daerah
Kabupaten Badung Nomor 26
Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Badung  Tahun 2013 -2033
dijelaskan bah wa daerah
Kabupaten Badung dibagi
menjadi 3 pengembangan

wilayah, yaitu: Badung Utara,
Badung Tengah dan Badung
Selatan. Pengembangan Wilayah
Badung Utara memilki fungsi
utama konservasi dan pertanian
terintegrasi. Pengembangan
Wilayah Badung Tengah
memilk i fungsi utama pertanian
berkelanjutan, Ibu Kota
Kabupaten dan pusat pelayanan
umum skala regional.
Pengembangan Wilayah Badung
Selatan dengan fungsi utama
kepariwisataan.

Sebagai kawasan konservasi
dan pertanian  terintegrasi,
strategi pengembangan kawasan
Badung Bagian utara meliputi:
1)melindungi dan melestarikan
Kawasan Hutan Lindung yang
terdapat di Desa Pelaga,
Kecamatan Petang;
2)mengembangkan hutan rakyat
sebagai Kawasan penyangga
hutan lindung yang berorientasi
pada keberlanjutan lingkungan
hidup; 3)mengendalikan
Pemanfaatan Ruang pada
Kawasan tangkapan air hujan
dan Kawasan Resapan Air;
4)mengembangkan pertanian
terintegrasi yang berorientasi
Sistem Agribisnis meliputi
penyediaan  sarana -prasarana
produksi, pengolahan hasil,
pemasaran dan dukungan
lembaga keuangan, penyuluhan
dan penelitian;
5)mengembangkan kelembagaan
usaha ekonomi petani yang

efektif, efisien, dan berdaya
saing dengan didukung sarana
dan prasarana yang memadai;
dan 6) mengembangkan
KDTWKp dan DTW berbasis
Agrowisata dan Ekowisata.

Dalam hal pengembangan
Wilayah Badung Tengah  sebagai
fungsi pertanian berkelanjutan,
Ibu Kota Kabupaten dan pusat
pelayanan umum skala regional
terdapat beberapa strategi yang

diambil  Pemerintah  Daerah
Kabupaten Badung meliputi: 1)
mengembangkan Kawasan
Peruntukan Pertanian sebagai
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan

mengendalikan alih fungsi
lahan pertanian beririgasi dalam

rangka ketahanan  pangan,
pelestarian  lingkun gan dan
pelestarian budaya;
2)mengembangkan sistem
jaringan prasarana pada

Kawasan Perkotaan Mangupura
yang terintegrasi dengan sistem

jaringan prasarana Kawasan
Perkotaan Sarbagita;
3)mengoptimalkan Pemanfaatan
Ruang Kawasan Perkotaan
Mangupura sehingga
mencerminkan perannya

sebagai Ibu Kota Kabupaten dan
pusat pe layanan umum skala
regional, 4) melindungi,
merevitalisasi, rehabilitasi,
preservasi dan/atau restorasi
warisan budaya yang memiliki

nilai -nilai sejarah; dan
5)mengembangkan IKM vyang
berkualitas dan ramah
lingkungan melalui
pengembangan kapasitas
sumberdaya manusia,
permodalan, t eknologi serta
akses terhadap pasar.

Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Badung dalam
pengoptimalan strategi

pengembangan Wilayah Badung
Selatan sebagai fungsi
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